
4. Peraturan ...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4916);

Mengingat : 1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Menirnbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi kementerian negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden
.

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

,

TENTANGPEMBENTUKANDAN ORGANISASIKEMENTERIANNEGARA

PERUBAHANATASPERATURANPRESIDENNOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

NOMOR 76 TAHUN 2011

PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
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Pasal 70A ...
I.
I

1 (satu) Pasal , yakni2. Diantara Pasa! 70 dan Pasa! 71 disisipkan
Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal70

(1) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.

(2) Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan
merupakan anggota Kabinet.

(3) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi
sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diubah
sebagai berikut:

Pasa!!

PRESIDENNOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANGPEMBENTUKANDAN
ORGANISASIKEMENTERIANNEGARA.

. ,

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
•

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
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Pasal II ...

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah

jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat

adalah jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Asisten Deputi, Kepala Pusat, Inspektur,

Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan

Sekretaris Inspektorat jenderal adalah jabatan struktural

eselon II.a.

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon Lb atau serendah­

rendahnya eselon .II.a.

(1) Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal,

Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur jenderal, Inspektur

Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon

I.a.

Pasal91

3. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi

sebagai berikut:

,,>,
"-

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan

setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.

Pasa170A
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Adrninistrasi,
-.-

Salinan sesuai dengan aslinya

DR. H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

ttd.

pada tanggal 13 Oktober 2011

Ditetapkan di Jakarta

,.
\
t

-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal II
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